BAB II

WARIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab adalah mirss. Bentuk jamaknya
adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan dari orang meninggal yang akan
dibagikan kepada ahli warisnya.

[lmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal
dengan istilah fara’id. Kata fara’id merupakan bentuk jamak dari faridah, yang
diartikan oleh para ulama’ Faridjyun semakna dengan kata maffudah, yaitu
bagian yang telah ditentukan kadarnya.'

warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal

kepada ahli warisnya yang masih hidup.’

B. Dasar Hukum Kewarisan Islam
Hukum kewarisan Islam mengatur hal ikhwal harta peninggalan
(warisan) yang ditinggalkan oleh si mayit, yaitu yang mengatur peralihan harta

peninggalan dari mayit (pewaris) kepada yang masih hidup (a24// waris).

" Dian Khoirui Umam, Figih Mawaris, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 11.
Ahmad Rofiq, Figh Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan kedua, 1995), 1-

17
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Adapun dasar hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam adalah

sebagai berikut:
1. Ayat-ayat Al-Qur’an
a. QS. An-Nisa’ (4):7
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Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapak dan karib kerabat, dan bagi perempuan ada hak bagian

pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik

sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”’

b. QS. An-Nisa’ (4):11

-5 2 ra 25~

~ ., % R T -
s 5 o g&:ﬁ’vlb&;&u eyl g BT 5

A S o o 35 40 5 of 35 s LedddT g pe U
4 . 4. - . S, 8 . Lt £

4 42 e ,»‘:,9 -7 - i { % e LV S EA 7
£ S S S N g . =

31 el 09535 ¥ RS3Ls! }{51-2‘; 35 G oo s 3003 I

Artinya:

Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua

? Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: Al-
Hidayah, 2002), 114.
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orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih
dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.
Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh
bharta. Dan untuk duva orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya
seperenam dari harta yang yang ditinggalkan jika yang meninggal itu
mempunyai anak,jika orang yang meninggal itu tidak meninggalkan
anak dan ia diwarisi ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga,
jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya
mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah
dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayar utangnya.
Tentang orang-orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui
siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak manfaatnyabagimu)ini
adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
dan Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa’(4):11).*

c. QS. An-Nisa, (4):12
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4 Ibid, 115.
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Artinya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan
isteri-isterimu, jika mereka tidak meninggalkan anak. Jika isteri-
isterimu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta
yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau
(dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat
harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika
kamu ada mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan
dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu
buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati,
baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan
tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan saudara laki-laki (seibu
saja) atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing
diantara saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu
itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) sesudah dibayar
hutangnya dengan tidak member medharat (kepada ahli waris) Allah
menetapkan yang demikian itu sebagai syari’at yang benar-benar dari
Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-
Nisa’(4):12).°

d. QS. An-Nisa’ (4):33
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Artinya: “Bagi masing-masing Kami jadikan mawali tcrhadap apa yang
ditinggalkan oleh ibu-bapak dan karib kerabat, dan jika ada
orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan
mereka, maka Dberilah kepada mercka bahagiannya.
Sesungguhnya Allah menyaksikan segala scsuatu”. (QS. An-
Nisa’(4):33).8

5 Ibid,, 116.
¢ Ibid,, 122.
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e. QS. An-Nisa’ (4):176
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Artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah Allah
memfatwakan kepadamu tentang kalalah yaitu jika seseorang
meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai
seseorang saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan
itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-
laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak
mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka
bagi keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka
(ahli waris itu sendiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka
bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.
Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat
Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa’(4): 176).”

f.  QS. Al-Anfal (8):75
- > - O 4 > . . Eoeoe )’il .
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Artinya: “..... Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu
sebagiannya lebih berhak terhadap sesamnya (dari yang

bukan kerabat) didalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Anfal (8):75).°

7 Ibid., 176.
8 bid,, 279.
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2. Hadist Nabi

a. Hadist Nabi dari Ibn Abbas menurut riwayat al-Bukhari
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Artinya: “Dari Ibnu Abbas dia berkat WAS a: Rasulullah bersabda:
Berikan bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya,
selebihnya kepada laki-laki yang dekat.”.’

b. Hadist Nabi dari Jabir Bin ‘Abdillah yang berbunyi:
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Artinya:
Dari Jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa’ad datang kepada Rasul
Allah SAW, bersama duva orang anak perempuannya. Lalu ia
berkata: “Ya Rasul Allah, ini dua anak orang perempuan Sa’ad yang
telah gugur secara syahid bersamamu diperang Uhud. Paman mereka
mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak mcmberikan
apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa harta”.
Nabi berkata: “Allah akan menetapkan hukum dalam kcjadian ini".
Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi mcmanggil si
paman dan berkata: “Berikan dua pertiga untuk dua orang anak
Sa’ad, ;O)erdelapan untuk isteri Sa’ad dan sclebihnya ambil
untukmu.'

® Al-Hafidh Tbnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram. Mahrus Ali. Tepemah FHalughul
Maram, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 403.

1% Jabir Bin Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majjah dan Ahmad. Sunanu Abi Dow ud i Cane
Mustafa al-Babiy, 1952), 109.
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c. Hadist Nabi dari Umran bin Husein menurut riwayat Ahmad
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Artinya: “Dari Imran bin Hushain ra ia berkata: Ada orang laki-laki
datang kapada Nabi SAW sambil berkata, cucu laki-laki

dari anak laki-laki saya meninggal dunia, Aku dapat

warisan berapa?. Beliau bersabda: “engkau mendapat

» 11
sepérenam .

C. Hak-hak yang Berkaitan Dengan Harta Peninggalan
Harta peninggalan yang harus dilakukan secara berurutan berkaitan
dengan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia adalah:
1. Biaya perawatan pewaris
Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan si mayat mulai dari
saat meninggalnyé sampai dikuburkan (biaya pclaksanaan fardlu kifayah).'?
2. Pelunasan hutang
Hutang adalah tanggungan yang harus diadakan pclunasannya dalam
suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan hutang timbul scbagai prestasi

(imbalan) yang telah diterima olch si berhutang.

'"" Al Hafidh Ibnu Hajar Al- Asqalani. Hufughu: Marar. Mahos N Tegemah Bulughul
Maram, (Surabaya: Mutiara llmu, 1995), 405.

2 Quhrawardi K.Lubis, Hukum Kewarisan Iskas (1 cookap dan Prakiss (Jakana Sinar
Grafika, 1995), 39.
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Para ahli hukum Islam mengelompokkan hutang sescorang itu
kepada 2 kelompok yaitu:
a. Hutang terhadap sesama manusia, atau dalam istilah dalam hukum
Islam disebut dengan “Dain Al-‘Ibad’.
b. Hutang kepada Allah swt, atau dalam istilah hukum Islam disebut juga
“dain Allah”."”
Pelaksanaan wasiat
Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang
dilakukan terhadap hartanya sesudah meninggal dunia.'"* Apabila kedua
langkah diatas telah dilaksanakan, maka yang menjadi kewajiban
selanjutnya adalah memenuhi wasiat orang yang meninggal dengan batas
maksimal 1/3 dari harta waris dan bukan kepada ahli waris, karena
dikhawatirkan mengurangi atau menghilangkan hak ahli waris.'
Akan tetapi apabila wasiat tersebut diberikan kepada ahli waris atau
lebih dari 1/3 harta waris yang sudah dikelvarkan untuk biaya perawatan
jenazah dan membayar hutang-hutangnya dan disetujui oleh ahli waris yang

lain, maka wasiat tersebut dapat dilaksanakan.

" Ibid, 45.
" Idris Ramulyo. Hukum Kewarrsan Isiam. Qukarts Sinae Grafika, 1994, 132

' Dian Khoirul Umam., Figh Mawaris (Bandung: OV Pustaka Setia, 199910 118
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4. Pembagian harta peninggalan
Setelah semua kewajiban dilaksanakan, barulah sisa harta
peninggalan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-
masing.'® Hal tersebut berdasarkan pada penyebutan dalam ayat-ayat diatas,
dimana terdapat penckanan pada akhir ayat, bahwa pembagian tersebut
dilaksanakan setelah hutang dan wasiat ditunaikan. Pemberian tersebut
beruntun karena penyebutannya secara langsung tanpa adanya ayat lain

yang memisahnya.17

D. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam
1. Asas ljbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang masih hidup
berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau
kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara
ijbari.

Kata ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan yaitu
melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Begitu pula kata jabari dalam
terminologi Ilmu Kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua

perbuatan yang dilakukan olch sescorang hamba. bukanlah atas kehendak

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam. (Jakarta: Prenada Mcedia, 2004), 283.

7 Muhammad Toha, Hukum Waris. Pembagian Warisan Berdasarkan Syari’at Islam,
{Bandung: Tiga Scrangkai. 2007). 5-6.
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dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran Jabariyah
dalam ilmu kalam.

Dijalankannya asas ijbari dalam Hukum Kewarisan Islam
mengandung arti bahwa peralihan harta dari sesecorang yang telah
meninggal kepala ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut
kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau
permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti
terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima
kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah
ditentukan. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut Hukum Perdata
(BW) yang peralihan hak kcwarisan tergantung kepada kemauan pewaris
serta kehendak dan kcrclaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku
dengan sendirinya.""

Asas Bilateral

Asas bilatcral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta
warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap
orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu
pihak kerabat garis kcturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan

perempuan.

™ Amir Syarituddin. 7ok wm A cwarsan Isfam. (Jakarta: Prenada Media, 2004), 16-18.
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Asas bilateral ini dapat dilihat secara nyata dalam firman Allah
dalam surah al-Nisa’ (4):7, 11, 12, dan 176. Dalam ayat 7 di jelaskan bahwa
seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari
pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta
warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak jbunya."

Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan
arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara
perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya sccara
tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta
warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi,
kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak
menurut kadar bagian masing-masing.

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan
al-Qur’an yang mennyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7
surah an-Nisa' secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun
perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya,

terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.”

[bd . 3

RV LT
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4. Asas Keadilan Berimbang

Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata
al-‘adlu. Didalam al-Qur’an kata al-ad/u atau turunannya disebutkan lebih
dari 28 kali. Sebagian diantaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat
perintah dan sebagian dari bentuk kalimat berita. Kata aladfu itu
dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula,
schingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan
tujuan penggunaannya.

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi,
khususnya yang menyangkut masalah kewarisan, kata tersebut dapat
diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara
yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.”’

5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada
orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah
yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta
sescorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama
yang mcmpunyai harta masih hidup. Dengan demikian Hukum Kewarisan
Islam hanya mcngenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat

kematian semata atau yang dalam Hukum Perdata atau BW disebut dengan

o tbed . 23
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kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat
yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut kewarisan bij

testament.zz

E. Rukun dan Syarat
Adapun rukun dan syarat waris ada 3 yaitu:
1. Al-Muwaris (Pewaris)
Orang yang meninggal dunia dengan mewariskan hartanya.

Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah meninggal secara hakiki,

secara yuridis (hukmy) atau secara taqdiry berdasarkan perkiraan.

- Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan
dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia.

- Mati hukmy adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan
hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam
kasus seseorang yang dinyatakan hilang (mafgud) tanpa diketahui
dimana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah
melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan meninggal. Sebagai
keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

- Mati taqdiry yaitu anggapan bahwa sescorang telah meninggal dunia.

Misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara

Ibid 2R
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lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui
kabar beritanya, dan melahirkan dugaan kuat bahwa ia telah meninggal,
maka dapat dinyatakan bahwa ia telah meninggal >

Menurut Amir Syarifuddin, Al-Muwarris adalah Orang yang
meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada
keluarga yang masih hidup. Matinya muwaris harus terpenuhi karena
merupakan syarat seseorang dapat dikatakan muwaris. Hal ini untuk
memenuhi kewarisan akibat kematian. Maka berdasarkan asas Ijbari,
pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan kepada siapa
harta itu beralih, karena semua telah ditentukan secara pasti oleh Allah,
walaupun pewaris memiliki hak satu per tiga untuk mewasiatkan hartanya.
Adanya batasan tersebut semata-mata untuk menjaga hak ahli waris.”*
Al-Waris (Ahli Waris)

Orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik
karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat
memerdekakan hamba sahayanya.

Syaratnya, ahli waris pada saat meninggalnya a/-muwarris dalam
keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih

dalam kandungan (a/-haml). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat

* Ahmad Rofiq, Figh Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), 22-23.
“* Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , (Jakarta: Prenada Media, 2004), 204-205.
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dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, baginya
berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas
mengenai paling sedikit dan paling lama usia kandungan. Ini dimaksudkan
untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.

Ada syarat lain yang harus terpenuhi, yaitu bahwa diantara a/-
muwaris dan al-waristidak ada halangan untuk mewarisi.?’

Menurut Sayid Sabiq, ahli waris adalah Orang yang berhak
menguasai dan menerima harta waris karena mempunyai sebab-sebab untuk
mewarisi yang duhubungkan dengan pewaris.”’ Dengan syarat dalam
keadaan hidup, diketahui posisinya sebagai ahli waris dan tidak ada
penghalang mewarisi. Berbeda dengan waris orang yang hilang (Mafqud),
maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si mafgud masih
hidup, untuk menjaga hak si mafqud apabila masih hidup. Apabila dalam
waktu tertentu si mafqudtidak datang dan diduga meninggal maka sebagian
tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai perbandingan saham masing-

masing. Sedangkan apabila terdapat kasus salah satu ahli waris adalah anak

yang masih dalam kandungan, maka penetapan keberadaan anak tersebut

% Ahmad Rofiq, Figh Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), 23.
2 Sayid Sabiq, Figh Al-Sunnah Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2004), 426.
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saat kelahirannya. Oleh sebab itu, pembagian waris ditangguhkan sampai
anak tersebut dilahirkan.”’

Adapun penjelasan yang lebih rinci tentang ahli waris akan
dijelaskan pada pembahasan macam-macam ahli waris dan bagian-
bagiannya.

Tirkah

Harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Harta
tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan si mayit telah di
kurangi biaya perawatan, hutang dan wasiat yang dibenarkan oleh syara’
untuk diwarisi oleh ahli waris, atau istilah waris disebut mawrus.*®

Dari pengertian diatas terdapat perbedaan antara harta waris dengan
harta peninggalan. Yang dimaksud harta peninggalan adalah semua yang
ditinggalkan si mayit (harta pewaris secara keseluruhan), sedangkan harta
waris (tirkah) adalah harta peninggalan yang secara syara’ berhak dimiliki

ahli waris dan terbebas dari hak orang lain didalamnya.”

77 Otje Salma dan Mustofa Haffas, hukum Waris Islam, (Bandung: PT Refika Aditama.

2002), 33.

759.

® Ibid, 4.
% Ibnu Abidin, Hasyiyatu Radd Al-Mukhtar, (Mesir: Mustofa Al-Babiy Al-Hakabiv. 1900).
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F. Sebab-sebab Kewarisan

1.

Adapun sebab-sebab kewarisan dibedakan menjadi dua yaitu:
Sebab-sebab Mendapat Warisan
Salah satu yang terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam
adalah menyangkut “Waris”, kalau ditinjau dari segi asal kata, kata waris
berasal dari kata bahasa arab yaitu “ Warisf’, secara gramatikal berarti yang
tinggal atau yang kekal, maka dengan demikian apabila dihubungkan
dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-
orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oles
si mati, yang populer di istilahkan dengan “ahli waris”.
Adapun sebab orang yang mendapatkan warisan dari si mayit (ahli
waris) dapat diklasifikasikan senagai berikut:
a. Karena hubungan perkawinan
Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris)
disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan
seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami
atau isteri dari si mayit.
b. Karena adanya hubungan darah
Seseorang dapat memperoleh harta warisan discbabkan adanya

hubungan nasab atau hubungan darah kckeluargaan dengan simayat.
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yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti, ibu, bapak, kakek, nenek,
anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara.’
c. Karena memerdekakan si mayit
Seseorang dapat memperoleh harta warisan dari si mayit
disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan,
dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.
d. Karena sesama Islam
Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak ada
meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisannya
diserahkan kepada baitul maal, dan lebih lanjut akan dipergunakan
untuk kepentingan kaum muslimin.
2. Sebab-sebab Tidak Mendapat Warisan
Adapun yang menjadi sebab seseorang yang tidak mendapat warisan
(hilangnya hak kewarisan atau penghalang mempusakai) adalah disebabkan:
a. Karena halangan kewarisan
Dalam hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalangbagi
seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan adalah discbabkan:
1) Pembunuhan
Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh scscorang ahli

waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris

3 Suhrawardi K Lubis, Hukurn Waris Is/amn. (Jakarta: Sinar Grafika. 1995). 5X
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yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari
pewaris.

Ketentuan ini didasarkan kepada Hadist Nabi Muhammad
saw bersabda:

“Pembunuh tidak mendapat warisan apa pun (dari yang dibunuh).”
(HR An-Nasa’i dan Ad-Daruquthni).*!

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak
pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan
tersebut tidak dipandang sebagai dosa. Untuk lebih mendalami
pengertiannya ada baiknya dikategorikan sebagai berikut:

a) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti:
- Pembunuhan dimedan perang
- Melaksanakan hukuman mati
- Membela jiwa, harta dan kehormatan
b) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak
pidana kejahatan), seperti:
- Pembunuhan dengan sengaja

- Pembunuhan tidak sengaja.’?

bn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Irfan Maulana Hakim. Jeremah Bulughuol
Maram, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), 390.

32 Suhrawardi K.Lubis, Hukum Waris Islam. (Jakarta: Sinar Gralika, 1995 38
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Tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi
penghalang untuk mendapatkan warisan ini, tidak ada kesamaan
pendapat, dan pendapat yang berkembang adalah sebagai berikut:
(1) Pendapat yang kuat dikalangan ulama’ Syafi’i, bahwa

pembunuhan dalam bentuk apapun menjadikan penghalang
bagi si pembunuhan untuk mendapat warisan.

(2) Menurut Imam Maliki, pembunuhan yang menghalangi hak
kewarisan hanyalah pembunuhan yang disengaja.

(3) Menurut Imam Hambali, pembunuhan yang menghalangi hak
kewarisan adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan
pembunuhan dengan hak tidak menjadi penghalang, sebab
pelakunya bebas dari sangsi akhirat.

(4) Menurut Imam Hanafi, bahwa pembunuhan yang menghalangi
hak kewarisan adalah pcmbunuhan yang dikenai sangsi gishas,
sedangkan pcmbunuhan vang tidak berlaku pada qishas
(kalaupun scngaja scperti yang dilakukan olch anak-anak atau
dalam keadaan terpaksa) tidak menghalangi kewarisan.”

(5) Ulama Syi’ah berpendapat bahwa yang menghalangi seseorang

untuk mendapat hak kewarisan adalah pembunuhan dengan

33 Muhammad Jawad Mughnivah. Figih [ e Maheab, derpy Masvkur, (lakarta: 1entera,
2001), 539
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sengaja. Serta pembunuhan secara hak tidak menghalangi
kewarisan.

(6) Kelompok Khawarij berpendapat bahwa pembunuhan yang
dilakukan baik dengan hak atau dengan tidak berhak tidaklah
menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisan.

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak
kewarisan dari yang dibunuhnya, disebabkan dengan alasan-alasan:

(a) Pembunuhan itu memutus hubungan silaturrahmi yang
menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab
tersebut maka terputus pula musababnya.

(b) Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses
warisan.

(¢) Pembunuhan adalah suatu tidak pidana kejahatan yang
didalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat,
scdangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan
sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan scbagai suatu
jalan untuk mendapatkan nikmat.

b. Karena perbedaan atau berlainan agama
Berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli

waris. arlinva sescorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan
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muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim
tidaklah mewaris dari sescorang muslim.
Ketentuan ini berdasarkan kepada bunyi sebuah hadist dari
Usamah Ibn Zaid r.a. bahwa Nabi SAW. bersabda:
ANA RN A JORN
“Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir
tidak mewarisi harta orang muslim”. (Al-Bukhari).**
2) Kelompok keutamaan dan Hijab
Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris Islam juga
mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok
keutamaan, misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat
kepada anak dibandingkan dengan saudara, ayah lebih dekat (lebih
utama) kepada si anak dibanding kakek. Kelompok keutamaan ini juga
dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara
kandung lebih utama dari saudara scayah atau seibu, sebab saudara
kandung mempunyai dua garis penghubung (yaitu dari ayah dan ibu),
sedangkan saudara sebapak dan scibu hanya dihubungkan oleh satu

garis penghubung (yaitu ayah atau ibu saja).

1

Ibn Hajpar Al-Asqalam.  Bulughul Maram. Irtan Maulana Hakim, Terjemah Bulughul
Maram. (Betrut Dan Al-Fikr, 199K), 387



terdapat dalam ketentuan Al-Qur’an surah Al-Anfal ayat 75 yang
artinya:
“Dan orang yang kemudian beriman dan berhijrah serta berjihad
bersama kamu, merekapun masuk golonganmu, tetapi orang yang
bertalian kerabat, lebih berhak yang satu terhadap yang lain (menurut
hukum) dalam kitab Allah. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu”.
Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga
hijab ini adalah terhalangnya seseorang ahli waris untuk menjadi ahli
waris yang berhak, sebabkan adanya ahli waris (kelompok ahli waris)

yang lebih utama daripada (untuk lebih memudah dalam mempelajari

lembaga hijab ini.”®

Tirkah Dalam Hukum Islam

Kata tirkah atau tarikah menurut bahasa searti dengan mirats yang

berarti sesuatu yang ditinggalkan. 3¢ Sedangkan secara istilah para ahli figh

memberikan dcfinisi yang berbeda-beda tentang pengertian harta tirkah:

Dikalangan ahli figh mahzab Hanafi terdapat 3 pendapat:

Pendapat pertama menyatakan bahwa tirkah adalah harta benda yang
ditinggalkan olch si muwarris yang tidak mempunyai hubungan hak

dengan orang lain.

¥ Sulhrawardi K | ubis. Hukwm Waris Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 58.

T euneku Muhammad Hasbi Ashidieqy, Figh Mawaris, (Semarang: Pustaka Putra, 1999) 9.
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b. Pendapat kedua menyatakan bahwa tirkah adalah sisa harta setelah
diambil biaya pengurusan jenazah dan pelunasan hutang. Jadi tirkah
disini adalah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk
melaksanakan wasiat dan yang harus diberikan kepada ahli waris.

c. Pendapat ketiga mengartikan tirkah secara mutlak, yaitu setiap harta
benda yang ditinggalkan oleh si mayit. Dengan demikian, tirkah
menurut pendapat ini mencakup benda-benda yang bersangkutan
dengan hak orang lain.*’

2. Ibnu Hazm sependapat dengan mahzab Hanafi yang menyatakan bahwa
harta peninggalan yang dapat diwariskan adalah hanya yang berupa harta
benda, sedangkan yang berupa hak tidak dapat diwariskan kecuali jika hak
terscbut  mengikuti kepada benda tersebut, misalnya hak mendirikan
bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan diatas tanah.

3. Menurut mahzab Maliki, Syafi’i dan Hambali tirkah mencakup semua yang
ditinggalkan si mayit, baik berupa harta benda maupun hak. Hak ini
termasuk hak kebendaan maupun bukan kebendaan. Hanya Imam Maliki
yang memasukkan hak yang tidak dapat dibagi kedalam keumuman arti,

misalnya hak menjadi wali nikah.*®

Mutiannad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mahzab, (ter) Masykur, (Jakarta: Lentera,

DN e

C b
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Perbedaan definisi dari para fiqaha’ ini tidaklah menimbulkan suatu
perbedaan dalam segi amaliah karena perbedaan diatas hanya perbedaan
dalam segi lafdhi atau redaksional semata.

Dari beberapa definisi yang dijelaskan mengenai tirkah tersebut,
pada dasarnya pengertian firkah secara umum adalah segala apa yang
ditinggalkan oleh si mayit kepada ahli warisnya berupa harta yang telah
bersih dari hak orang lain dan berupa hak yang bernilai harta. Batasan
umum tentang harta tirkah ini jika dikembangkan akan memunculkan
kriteria harta yang termasuk dalam kategori harta tirkah. Kretaria harta
tirkah tersebut adalah:*

a. Harta yang berada dalam milik seseorang semasa hidupnya.

Segala harta yang dimiliki mayit sebelum meninggal, baik
berupa harta benda bergerak, maupun harta benda yang tidak bergerak,
dan baik harta benda itu sedang ditangannya, maupun sedang ditangan
orang lain, seperti barang titipan, tanah atau rumah sewaan, harta yang
dipinjamkan yaitu termasuk piutang yang telah jelas waktu
pelunasannya, maupun yang belum jelas pelunasannya.

b. Segala hak yang bernilai harta atau yang dapat dinilai dengan harta

Termasuk dalam kategori tirkah adalah segala bentuk hak yang

bernilai harta, misalnya khiyar yaitu hak untuk menentukan sikap

¥ Satria Efendi. Problematika Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 204.
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antara melangsungkan suatu transaksi atau tidak melangsungkan
disebabkan suatu hal yang terdapat pada benda yang menjadi objek
transaksi. Hak yang mengandung makna harta, seperti yang menetap
disuatu bidang tanah yang dukhususkan untuk membangun dan
menanam hak yang melekat pada benda, seperti hak untuk
mempergunakan jalan dan memanfaatkannya.*’

Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai denda atas
tindakan penganiayaan terhadap dirinya.

Termasuk dalam kategori harta tirkah juga mencakup denda
pembunuhan berupa diyat. Diyat adalah denda sebagai hukuman atas
tindakan pidana pembunuhan yang diserahkan kepada ahli waris
terbunuh, baik diyat sebagi hukuman pengganti dalam pembunuhan
disengaja karena hukuman asal yaitu qishos telah gugur disebabkan
adanya pemberian maaf dari keluarga korban atau diyat sfang bukan
hukuman pengganti, tetapi berupa hukuman asli dalam pembunuhan
tidan sengaja. Diyat yang diperoleh tersebut dapat dikategorikan
scbagai harta tirkah yang harus dibagi secara faroid antara ahli waris

yang berhak menerimanya.‘"

* Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mahzab, (terj) Masykur, (Jakarta: Lentera,

2008), 535.
" Ibid
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d. Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai hasil dari
suatu sebab yang menurut sifatnya akan mendatangkan laba, yang
dilakukannya semasa dia hidup.

Harta tersebut misalnya harta yang berasal dari dana asuransi
yang didasarkan asas perjanjian pihak tertanggung untuk memenuhi
ketentuan-ketentuan pihak penanggung bilamana atas diri tertanggung
terjadi suatu peristiwa atau musibah yang dapat mengakibatkan

kematian.

H. Hak-hak Yang Berkaitan Dengan Tirkah
Terdapat beberapa hak yang harus ditunaikan sebelum harta tirkah
dibagikan kepada para ahli waris. Hak atas harta tirkah ini harus ditunaikan
dengan mengikuti urutan sebagai berikut:
1. Pengurusan jenazah ( 7ajhiz)

Tajhiz adalah segala yang diperlukan oleh orang yang meninggal
sejak dari wafatnya sampai pada penguburannya sesuai dengan tingkat
kemampuan ekonomi jenazah.

Biaya fajhiz ini meliputi pembelian kafan dan parfum atau alat
pencegah  pembusukan mayat serta biaya memandikan dan

menguburkannya. Biaya fgjhiz ini menjadi prioritas utama dalam



pengalokasian harta tirkah dibandingkan dengan hak-hak yang lain.* Dalam
mengeluarkan biaya fajhiz ini haruslah mengikuti apa yang dipandang
ma’ruf oleh agama, yakni tanpa berlebih-lebihan atau terlalu
menyedikitkan, sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi jenazah.
Pelunasan hutang si mayit

Hutang dari seorang yang sudah meninggal dunia tidak dapat
menjadi beban ahli waris karena hutang dalam pandangan Islam tidak dapat
diwarisi. Hutang tersebut tetap menjadi tanggung jawab orang yang
meninggal dengan cara dibebankan kepada harta peninggalannya.

Kewajiban ahli waris atau orang yang ditinggalkan hanya sekedar
membantu untuk membayarkan hutang tersebut kepada yang berhak.
Karena hutang pewaris dibebankan kepada harta peninggalannya, maka
supaya tidak menjadi beban orang yang meninggal dengan hutangnya
tersebut, maka tindakan pembayaran hutang tersebut harus dilaksanakan
sebelum pembagian harta warisan.

Hutang dalam Islam ada dua macam yakni hutang kepada Allah dan
hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah seperti, zakat, pergi haji (niat
pergi haji sewaktu masih hidup), membayar kafarat atau nazar. Dari dua
macam hutang tersebut, ulama’ berbeda pendapat mengenai hutang yang

harus lebih didahulukan dalam membayarnya.

2 Wahbah Zuhaily, Figh Imam Syafi’i, (Jakarta: Halmahera, 2010), 79.
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Fugqaha’ aliran Hanafiyah berpendapat bahwa hutang kepada Allah itu
telah gugur akibat kematian seseorang karena peristiwa kematian itu
menghilangkan kemampuan bertindak dan menghilangkan tuntutan
pembebanan (4utang). Dengan demikian ahli waris tidak berkewajiban
melunasinya, kecuali jika ahli waris berniat untuk tabarru’ (berbuat
baik), atau terdapat wasiat dari orang yang meninggal itu untuk
melunasi hutangnya. Sekiranya terdapat wasiat, maka pelunasan
hutangnya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan.43

Fiqaha’ aliran Malikiyah berpendapat bahwa hutang kepada manusia
harus didahulukan dari pada hutang kepada Allah karena manusia
sangat memerlukan supaya piutangnya kepada sescorang yang
meninggal itu dilunasi dengan segera, sedangkan Allah adalah Dzat
Yang Maha Cukup sehingga tidak perlu pelunasan dengan segera.
Ulama’ Syafi’iyah berpendapat bahwa menurut pandapat yang sahih.
hutang kepada Allah haruslah didahulukan dari pada hutang kepada
manusia.

Ulama’ Hanabilah berpendapat bahwa hutang kepada Allah dan hutang

kepada manusia dipandang sama sehingga kedua-duanya harus dibayar.

43 Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mahdzab, (terj) Masykui. (Jakarta: Lentera.

2001), 538.
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Jika dana yang diperlukan untuk pembayaran itu kurang, maka
dibuat perbandingan dalam melunasinya sesuai dengan besar kecilnya
hutang kepada Allah dan kepada manusia.

Dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara terperinci tentang hutang
dan tidak perlu dijelaskan cara pembayarannya. Oleh karena itu terdapat
perbedaan pendapat dikalangan ulama’ mujtahid. Diantara hutang yang
harus dibayar paling awal ialah hutang dalam bentuk benda milik orang lain
yang masih untuk berada ditangannya, karena pada hakikatnya harta
tersebut masih utuh milik pemiliknya yang sah, ini adalah pendapat yang
paling dipegang ulama’ Jumhur. Bahkan diantaranya berpendapat bahwa
hutang dalam bentuk ini tidak dapat digunakan untuk pembayaran biaya
pengurusan jenazah.44

3. Menunaikan wasiat si mayit

Wasiat adalah memberikan sesuatu kepada scscorang yang dipilih
oleh orang yang meninggal tanpa adanya imbalan apapun, baik yang
diwasiatkan itu merupakan benda ataupun ma’rifat.” Jika biaya untuk
pengurusan jenazah serta membayarkan hutang mayit sudah dilaksanakan,
sedangkan harta peninggalan mayit masih tersisa maka tindakan

selanjutnya adalah menunaikan wasiat yang dibuat olch pewaris, kepada

“ Ibid,

% Teungku Muhammad Hasbie Ashidieqy, Figh Mawarss. (Semarang Pustaka Rizgi Putra,
1999), 18.
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pihak yang berhak. Pelaksanaan ini tidak boleh melebihi dari 1/3 harta
warisan. Jika ini wasiat melebihi 1/3 dari bagian harta warisan, diperlukan
persetujuan dari ahli waris.
Pembagian sisa harta ¢irkah

Pembagian sisa harta firkah dilakukan setelah selesai pengurusan
jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Sisa harta warisan ini

diserahkan kepada ahli waris yang berhak.*s

46 Muhammad Thoha Abu Ela Khalifah. flukum Wars, (Bandung: Figa Scrangkar. 2007). 6



